
Pendahuluan

Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan Modul

Demokrasi langsung dalam Pemilihan Umum, baik Pilkada maupun pemilihan legislatif tidak serta merta menghilangkan hak warga negara untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu kelemahan demokrasi perwakilan adalah apa yang disebut sebagai ”krisis legitimasi” (legitimation crisis-Habermas), sebagai akibat non-partisipasi sejumlah kepentingan warga negara. Akibatnya, banyak keputusan tentang kebijakan atau peraturan atau program publik tidak didukung bahkan di tolak oleh warga Negara. 

Sebagai tuntutan dari deepening demokrasi, demokrasi deliberatif diyakini mampu mengataasi kelemahan yang terjadi pada demokrasi keterwakilan, dengan membuka ruang-ruang civil society engagemet dalam penyelenggaraajn pemerintahan. Seperti yang dikemukan  Giddens (1999), dalam pembaharuan pemerintahan yang demokratis, negara harus memperluas peran ruang publik Negara dan masyarakat harus bermitra, saling memberikan kemudahan dan saling mengontrol. Dalam negara demokrasi, ada saatnya pemerintah harus turun tangan langsung mengintervensi warganya, dan ada saatnya untuk menyerahkan kembali pengleolaannya kepada komunitas setempat, tergantung dari konteksnya. Partispasi adalah persoalan relasi kekuasaan, atau relasi ekonomi politik yang dianjurkan oleh demokrasi. 

Huntington dan Nelson (1984) melihat adanya hubungan yang positif antara partisipasi dengan pembangunan. Pertama,  tingkat-tingkat partispasi berbeda menurut status sosial ekonomi masyarakat; tingkat pendidikan, penghasilan, status sosial,. Kedua, pada daerah daerah yang memiliki tegangan-tegangan tinggi atau potensi konflik pada beberapa kasus menciptakan kesadaran kelompok, yang pada gilirannya melahirkan tindakan kolektif suatu kelompok untuk melindungi dari tekanan kelompok lain. Ketiga,  perekonomian yang semakin kompleks menyebabkan bertambahnya organisasi-organisasi dan perkumpulan yang dapat mempengaruhi tingkat partispasi.   Kecenderungan perorangan atau kelompok berpartisipasi ditentukan adanya cara-cara alternatif yang dapat mereka gunakan untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. 

Partisipasi warga dalam perencanaan penganggaran menjadi salah satu entry point pembangunan yang berkeadilan terhadap rakyatnya. Bentuk partisipasi warga dalam perencanaan penganggaran  tidak lagi memandang warga sebagai obyek dari pembangunan. Shifting paradigm partisipasi warga ditegaskan oleh Gaventa dan Valderama (2001) , yang menyatakan partisipasi warga telah mengalihkan konsep partisipasi “….dari sekedar kepedulian terhadap ‘penerima derma’atau ‘kaum tersisih’ menuju ke suatu kepedulian dengan pelbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka”.

Peran masyarakat sipil dalam proses demokratisasi pengangangaran merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam mewujudkan kedaulatan rakyat atas anggaran. Sejak pemberlakuan otonomi daerah, yang diikuti desentralisasi pengelolaan fiskal, mulai tumbuh kesadaran dan gerakan yang dilakukan masyarakat sipil untuk turut mendorong perubahan wajah APBD yang lebih pro terhadap rakyat.Tidak dapat dipungkiri, gerakan advokasi anggaran saat ini sudah menjadi gerakan masif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Masyarakat sipil, tidak hanya LSM dan lembaga donor dan pers, juga organisasi-organisasi masyarakat keagamaan, memandang advokasi anggaran sebagai titik masuk strategis, yang hasilnya lansung dapat dirasakan  oleh masyarakat. Ormas-ormas Islam seperti NU dan Muhamadiyah tidak dipungkiri memiliki political mass dengan posisi tawar dalam pengambilan kebijakan alokasi anggaran. Islam sebagai mayoritas warga negara terbesar di Indonesia memiliki peran strategis dalam melakukan advokasi anggaran agar berpihak pada pro rakyat miskin.  

Menggerakan keterlibatan warga secara massif, sudah tentu bukanlah hal yang mudah  dan juga tidak menjadi sesuatu yang harus ditunda untuk dijalankan. Sebuah keharusan karena berbagai penyakit kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami sekitar 40% dari total penduduk indonesia, merupakan bentuk ketidakberpihakan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran yang cukup bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat serta ketimpangan kebijakan pemerintah yang tidak memihak pada masyarakat khususnya rakyat miskin. 

Dalam perspektif dan kajian islam, kemiskinan adalah sesuatu yang harus kikis karena kemiskinan itu sendiri akan mendekatkan diri manusia pada sifat-sifat yang kufur yang sangat dicela dan diharamkan oleh agama. Olehnya itu, sebagai penduduk mayoritas islam, fungsi lembaga dan organisasi massa islam memiliki modal politik yang besar dalam mendorong perubahan sosial politik bangsa, kaitannya dengan menciptakan keadilan dan pemerataan anggaran bagi seluruh warga. 

Salah satu pengalaman di Nusa Tenggara Barat, beberapa ormas islam yang berbasis NU dan Muhammadiyah melebur diri dalam Dewan Peduli Anggaran (DPA) NTB. Setidaknya keberadaan lembaga ini cukup memberikan dampak yang yang berarti bagi perubahan wajah APBD di Nusa Tenggara Barat dan model-model pengorganisasian ormas Islam yang dilakukan Lakpesdam NU di Jawa Tengah.  Namun, kultur dakwah yang belum secara massif mendekatkan kajian islam dengan hal-hal yang berbau “anggaran” menjadikan kalangan santri dan masyarakat lainnya masih berpandangan anggaran merupakan produk kebijakan yang sulit dipahami dan merupakan domain pemerintah. Padahal anggaran, merupakan muara dari kebijakan publik dan perencanaan sebagai alat untuk mengidentifikasi seberapa besar keberpihakan Negara terhadap rakyatnya
Perencanaan dan penganggaran adalah proses yang menentukan ke arah mana? anggaran publik (APBN/D) yang disusun memihak kepentingan rakyatnya (pro poor). Oleh karenanya, partisipasi warga dalam dalam prosesnya menjadi penentu arah keberpihakan anggaran. Permasalahannya, pada tataran praksis, partisipasi warga yang sebagai konstituen Organisasi Masyarakat  Islam belum secara masif terlibat dan dijadikan mainstream dalam perencanaan penganggaran.  Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala seperti prosedur, komitmen atau political will dari pemerintah daerah, serta  kapasitas  pemerintah daerah dan warga.  Persoalan kapasitas warga untuk terlibat dalam perencanaan penganggaran dikarenakan kurangnya pendidikan politik anggaran bagi warga. Berkaitan dengan ini,  perlu kiranya suatu modul pelatihan advokasi anggaran pro rakyat miskin berbasis Organisasi Masyarakat Islam. 

Adanya modul pelatihan ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi struktur di Ormas Islam sebagai fasilitator pelatihan advokasi anggaran . Pengguna modul ini, setidaknya telah memiliki pemahaman awal mengenai perencanaan penganggaran.  Fasilitator pelatihan ini diharapkan dapat menjadi motivator agar dapat berperan melayani  konstituennya  dan turut serta mempengaruhi kebijakan anggaran.  Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan konstituen dari Organisasi Masyarakat Islam   memiliki pemahaman mengenai proses penganggaran, memiliki kesadaran bersama untuk turut berpatisipasi dan melakukan advokasi kebijakan anggaran, serta memiliki keterampilan dalam melakukan analisis anggaran. 

CAKUPAN DAN CARA MENGGUNAKAN MODUL

Modul pelatihan Advokasi Anggaran Pro Rakyat Miskin Berbasis Ormas Islam, mencakup seluruh siklus pengelolaan anggaran. Modul ini membahas mulai dari perencanaan dan formulasi anggaran, pembahasan dan penetapan anggaran, pelaksanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban anggaran. Luasnya cakupan modul, dengan pertimbangan selama ini para pegiat advokasi anggaran masih berkutat pada kebijakan alokasi anggaran khususnya pada tahap perencanaan dan pembahasan anggaran.  Padahal, kebijakan alokasi anggaran yang pro rakyat miskin belum menjadi jaminan alokasi tersebut tersalurkan ke rakyat miskin. Pelaksanaan anggaran dan Pertanggungjawaban anggaran merupakan tahap penganggaran yang tidak kalah penting, untuk memastikan kebijakan alokasi anggaran pro rakyat miskin tersalur sesuai dengan yang direncanakan dan dapat dipertanggungjawabkan secara benar. 

Untuk memudahkan pengunaan modul, pada sesi-sesi yang mencakup siklus pengelolaan anggaran, setiap sesi  mencakup pemahaman mengenai prosedur, cara menganalisis dan melakukan advokasi dari  hasil analisis yang telah dilakukan.

Selain cakupan seluruh tahapan perencanaan penganggaran, kekhususan modul ini dengan pendekatan Ormas Islam tercemin dalam bagian Filosofi Islam dan Anggaran Pro Rakyat Miskin, serta strategi Ormas Islam dalam melakukan advokasi anggaran. 

Pada bagian awal, modul pelatihan ini menjelaskan mengenai latar belakang diperlukannya modul dan tujuan dari penulisan modul. Untuk memudahkan pembaca sebelum mempergunakan modul, pada  bagian awal modul memberikan penjelasan singkat cakupan dari modul dan cara menggunakan modul. Agar organisasi masyarakat Islam dapat mendesain pelatihan ini secara partisipatif dan efektif, moudl dilengkapi dengan panduan untuk merancang pelatihan, mulai dari melakukan penjajakan kebutuhan pelatihan, menyusun TOR, mengorganisir suatu kegiatan pelatihan, sampai dengan melakukan evaluasi penyelenggaraan pelatihan. 

Bagian kedua modul, terdiri dari sesi orientasi pelatihan yang berguna untuk membangun kesepahaman agar pelatihan dapat berjalan efektif dan partisipatif. Dalam sesi ini, diharapkan terumuskan kontrak belajar dan terbagun suasana belajar yang kondusif selama pelatihan berlangsung. Sesi kedua dan ketiga, Visi Islam Melawan Kemiskinan dan Tanggungjawab Ormas Islam Melakukan Advokasi Anggaran Pro Rakyat Miskin, merupakan bagian sesi menentukan keberhasilan penyampaian materi-materi pelatihan selanjutnya. Dalam sesi ini, peserta pelatihan diharapkan  menyadari nilai-nilai ajaran Islam yang turut melawan kemiskinan dan perserta termotivasi untuk melakukan advokasi anggaran yang pro rakyat miskin.  

Pada bagian ketiga modul terdapat 3 (tiga) sesi, yakni; prosedur perencanaan, penganggaran dan analisis APBD. Ketiga sesi ini berada dalam satu bagian, dengan alasan agar dapat dipahami proses perencanaan dan penganggaran merupakan bagian yang terintegrasi.  Prosedur perencanaan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai tahapan perencanaan beserta peluang yang bisa dimanfaatkan peserta pada tahap perencanaan agar dapat berpartispasi dalam perumusan rencana pembangunan. Pada sesi penganggaran, peserta dapat mengidentifikasi titik-titik kritis penganggaran yang perlu diadvokasi agar kebijakan alokasi anggaran berorientasi pada kebutuhan rakyat dan sesuai dengan hasil perencanaan yang mengkomodasi kebutuhan warga. Untuk memberikan amunisi dalam melakukan advokasi kebijakan alokasi anggaran, sesi keenam analisis anggaran, memberikan keterampilan kepada peserta dalam menganalisis anggaran. 

Sesi 7 (tujuh) pelaksanaan anggaran dan sesi 8 (delapan) pertanggungjawaban anggaran merupakan bagian keempat, yang bisa memberikan pemahaman dan keterampilan awal kepada peserta dalam melakukan pemantauan pelaksanaan anggaran atau realisasi pelaksanaan anggaran dan memahami prosedur pertanggungjawaban anggaran serta cara pemantauan yang dapat dilakukan. 

Bagian terakhir panduan, merupakan sesi ke 9 (sembilan), strategi advokasi ormas Islam. Dalam sesi ini, setelah mengikuti rangkaian pelatihan, peserta diharapkan dapat melakukan evaluasi kelembagaan Ormas Islam, membaca peta politik anggaran dan merumuskan strategi dalam melakukan advokasi anggaran yang pro rakyat miskin.

Keseluruhan bagian modul pelatihan pada dasarnya merupakan bagian yang terintegrasi. Namun, untuk mengantisipasi luasnya cakupan materi yang diberikan , tidak menutup kemungkinan penggunaan modul ini dapat dilakukan dalam pelatihan secara bertahap atau serial (tidak sekaligus) tergantung kebutuhan atau menyesuaikan dengan tahapan perencanaan penganggaran di daerah masing-masing. Secara serial, fasilitator bisa membagi modul berdasarkan pembagian modul seperti yang diuraikan di bawah ini. Khusus untuk sesi strategi advokasi anggaran Ormas Islam dapat dipergunakan secara bersamaan dengan sesi lainnya. Sebagai contoh, apabila modul ini dipergunakan dalam rangkaian pelatihan yang bersifat serial, fasilitator dapat menggunakan modul ini dalam 3 (tiga) kali pelaksanaan pelatihan. Misal Pelatihan pertama mencakup, sesi orientasi pelatihan dan sesi visi islam melawan kemiskinan serta sesi tanggung jawab Ormas Islam melakukan advokasi anggaran pro rakyat miskin.  Pelatihan kedua, pada saat penyusunan dan pembahasan anggaran, Fasilitator dapat menyampaikan sesi orientasi pelatihan, perencanaan, penganggaran dan analisis anggaran, serta sesi akhir strategi advokasi Ormas Islam. Hal yang sama bisa disampaikan untuk sesi pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. 

MERANCANG PELATIHAN
Keberhasilan suatu kegiatan amat tergantung dari persiapan yang dilakukan. Sebelum pelaksanaan pelatihan ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh inisiator atau pelaksana pelatihan :

1.1. Melakukan Penjajakan Kebutuhan Pelatihan (Training Need Assessment)
Training Need Assessment (TNA) atau studi penjajakan kebutuhan pelatihan bertujuan untuk mengetahui kebutuhan calon peserta pelatihan  berkaitan dengan materi, kebutuhan peserta, metodelogi pelatihan, tempat pelatihan serta fasilitator dan narasumber. Dimana hasil dari TNA ini sebagai bahan dasar penyusunan  kurikulum. Beberapa metode  yang dapat digunakan  dalam TNA ini adalah:

1.   Studi Dokumentasi

Mempelajari dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan materi pelatihan. Hal ini dimaksudkan sebagai bahan penyusunan draft kurikulum. Kaitannya dengan pelatihan ini beberapa dokumen yang dapat digunakan adalah Peraturan Pemerintah 58 tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 13 tahun 2005 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah, UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 17 Tentang Keuangan Negara, UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sitem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJM  (Rencana Pemerintah Jangka Menengah) Nasional, Dokumen Strategi Nasional Pengentasan Kemiskinan (SNPK), Studi dokumentasi lainnya dapat menggunakan APBD.

2.   Penyebaran kuisoner

Menyusun pertanyaan yang berkaitan dengan anggaran kinerja yang pro rakyat miskin untuk disebarkan kepada calon peserta. Dengan daftar pertanyaan  ini akan menghasilkan  materi untuk kebutuhan pelatihan.  Disamping itu, kuesioner TNA dapat dijadikan sebagai alat seleksi jumlah peserta yang akan mengikuti pelatihan sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh inisiator pelatihan. Kuesioner TNA setidaknya mencakup; Pertama, Latar belakang organisasi calon peserta termasuk bidang kerja dan visi misi; Kedua, Data pribadi calon peserta termasuk jenis kelamin, tingkat pendidikan, jabatan dalam organisasi, pelatihan atau seminar yang pernah diikuti dan pengalaman kerja; Ketiga pertanyaan berkaitan dengan materi seperti, pendapat tentang hakikat anggaran, pengetahuan menganalisis anggaran dan proses penganggaran; Keempat, pertanyaan bekaitan dengan materi yang diinginkan, cara penyampaian dan saran-saran lain.

3. Kunjungan Lapangan (field visit)

Kunjungan lapangan dapat dilakukan dengan berbagai metode penjajakan kebutuhan seperti analisa social dengan cara live in  atau tinggal masyarakat dan metode PRA (Participatory Rural Appraisal) ataupun RRA (Rapid Rural Appraisal) dengan merumuskan materi pelatihan yang langsung dibutuhkan bersama-sama masyarakat atau kelompok sasaran pelatihan. Hasil dari kunjungan lapangan berupa bahan dasar penyusunan modul dan kurikulum  serta diperkaya dari hasil studi dokumentasi. Berkaitan dengan materi pelatihan ini kunjungan lapangan dapat dilakukan dengan wawancara atau FGD (Focus Group Discussion) kepada pihak-pihak yang terkait dengan APBD seperti bidang anggaran Pemda dan komisi anggaran DPRD serta elemen civil society, atau evaluasi diri terhadap Ormas Islam berkaitan dengan kemampuannya dalam advokasi anggaran.

1.2. Merumuskan Desain Pelatihan

Berdasarkan hasil penjajakan kebutuhan pelatihan ,  peserta pelatihan sudah dapat ditentukan atau diantisipasi sebelumnya yaitu mereka yang berkepentingan atau stakeholder dalam proses penganggaran, khususnya dalam pelatihan ini ormas Islam. Agar proses pelatihan berjalan dengan baik, inisiator perlu menetapkan tim kerja yang bertugas sebagai panitia pelatihan. Panitia pelatihan akan menyusun kerangka acuan pelatihan, melakukan pengorganisasian pelatihan , memastikan proses pelatihan berjalan dengan semestinya dan menyusun laporan. Kerangka Acuan pelatihan sebaiknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

1. Latar belakang

Pada intinya menjelaskan mengapa pelatihan tersebut dibutuhkan. Oleh karenanya menggambarkan sekurang-kurangnya masalah yang ada, penyebab dan alternatif pemecahannya sehingga pelatihan tersebut dibutuhkan. Dalam pelatihan ini, latar belakang menguraikan permasalahan-permasalahan dalam proses penganggaran selama ini, serta pemecahannya melaluli pentingnya kegiatan pelatihan advokasi anggaran berbasis ormas Islam.

2. Tujuan

Tujuan pelatihan adalah suatu hasil/perubahan yang diharapkan terjadi  dari peserta pelatihan baik selama pelatihan maupun setelah pelatihan berlangsung. Dalam merumuskan suatu tujuan pelatihan harus disesuaikan dengan ranah belajar yang akan dicapai dalam pelatihan tersebut. Adapun ranah belajar yang perlu diperhatikan, yaitu kognitif, afektif dan psikomotor dari peserta latih. Misalnya; pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam advokasi anggaran  yang pro rakyat miskin berbasis Ormas Islam.
3. Keluaran (Output)

Keluaran latihan adalah pernyataan yang menunjukkan hasil yang akan dicapai/diharapkan melalui kegiatan pelatihan. Penetapan keluaran pelatihan  didasarkan pada kebutuhan yang ingin dicapai baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dengan kata lain keluaran yang diharapkan harus memiliki prinsip; spesifik (specific), terukur (measurable), bisa dicapai (achievable), realistis (realistic) dan ada batas waktu (time limit) atau disingkat dengan SMART. Keluaran harus dirumuskan sejelas dan spesifik mungkin agar memudahkan fasilitator maupun peserta mencapai tujuan pelatihan. Di dalamnya mencakup:

a. Ketrampilan: Latihan yang diselenggarakan bertujuan meningkatkan ketrampilan melakukan apa sehubungan dengan tugas yang harus diselesaikan. Contoh; peserta memiliki keterampilan membaca dan menganalisis anggaran  pro rakyat miskin

b. Sikap: Latihan yang diselenggarakan bertujuan untuk menghasilkan perubahan sikap yang bagaimana menjadi bagaimana  pada diri peserta. Contoh; Peserta mampu melakukan advokasi APBD pro rakyat miskin berbasis ormas Islam

c. Pengetahuan: Latihan yang diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang apa. Contoh; Peserta mengetahui proses-proses penganggaran berbasis kinerja yang pro rakyat miskin

Contoh keluaran dalam pelatihan misalnya dengan criteria SMART; 40 orang peserta yang berasal dari Ormas Islam memiliki keterampilan membaca dan menganalisis anggaran yang pro rakyat miskin setelah mengikuti pelatihan selama 5 hari.

4. Strategi 

Strategi pelatihan yang dimaksud adalah metode pembelajaran yang memberikan suasana belajar secara aktif melalui pembahasan kasus, role play, permainan, pemecahan masalah. Pemilihan strategi didasarkan pada tujuan pelatihan dan bahan. Penerapan strategi ini harus ditunjang dengan Bahan yang senantiasa berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan mengenai pokok bahasan yang akan dilatihkan. Kebanyakan pelatihan-pelatihan menggunakan metode pedagogy atau pendidikan orang dewasa sehingga diharapkan keaktifan peserta, agar terjadinya sharing pengalaman. 

5. Materi

Materi-materi apa saja yang akan disajikan atau disampaikan dalam program pelatihan yang diselenggarakan. Pemilihan materi disesuaikan dengan tema atau judul pelatihan. Tiap materi yang disampaikan sebaiknya dipaparkan synopsis dan sub-sub  dari materi tersebut. Contoh pelatihan advokasi anggaran yang pro rakyat miskin berbasis Ormas Islam terdiri dari materi; visi Islam Melawan Kemiskinan, Kemiskinan dan Anggaran, Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksannaan dan Pertanggungjawaban Anggaran dan Strategi Advokasi Anggaran Berbasis Ormas Islam. 

6. Manfaat

Setelah mengikuti program pelatihan, manfaat apa yang akan diterima oleh peserta latih. Hal ini perlu dijelaskan agar peserta yang mengikuti pelatihan tidak sekedar menjadi peserta pasif tetapi lebih pro aktif serius mendalami setiap materi yang dilatihkan. Contoh manfaat setelah peserta mengikuti pelatihan advokasi anggaran pro rakyat miskin adalah mampu melakukan melakukan advokasi anggaran yang pro poor. 

7. Fasilitator dan Narasumber

A. Fasilitator
Seorang guru mengajar dan mengajarkan suatu ilmu. Seorang pelatih melatih suatu ketrampilan,  lalu apakah seorang fasilitator? Seorang fasilitator harus dapat mengajarkan sesuatu dan melatih sesuatu tetapi tidak dengan cara menggurui. Fasilitator menciptakan situasi agar peserta mendapatkan pengalaman baru dan membantu peserta menata kembali pengalaman lama dengan cara baru. Seorang fasilitator harus:

a. Mempunyai empathy

b. Bersikap wajar

c. Menunjukan respek

d. Hadir secara utuh

e. Mengakui kehadiran tiap peserta

f. Bersikap terbuka

g. Tidak berpihak  kepada salah satu peserta

h. Tidak menggurui

i. Tidak menjadi ahli

j. Tidak menginterupsi

k. Tidak berdebat

Selain beberapa kriteria di atas sebaiknya fasilitator khususnya dalam pelatihan ini harus menguasai materi atau pernah memfasilitasi pelatihan yang berkaitan dengan anggaran. Fasilitator menjadi pusat perhatian dan pandangan seluruh peserta. Maka sikap tubuh dan gerakannya  perlu memperhatikan hal-hal berikut : 

a. Pandangan mata harus penuh perhatian menghinggapi semua peserta secara bergantian. 
b. Usahakan tetap berdiri dan terlihat bersemangat
c. Variasi dalam sikap tubuh jangan menimbulkan kebosanan
d. Tangan jangan terlalu digerakkan terlalu liar dan tanpa arti.

e. Langkah harus nampak mantap dan bertujuan.

f. Wajah jangan terlalu tegang tetapi sesekali senyumlah kepada peserta.

g. Berpakaian yang wajar.

B. Narasumber

Berbeda dengan fasilitator yang lebih berperan kepada fasilitasi, narasumber memiliki peran sebagai sumber informasi. Narasumber merupakan ahli dari materi terkait yang disampaikan. Interaksi peserta narasumber dan peserta layaknya dalam sebuah seminar, pada awal sessi biasanya narasumber menyampaikan materi dan dilanjutkan dengan sessi berikutnya untuk memberikan peserta kesempatan tanya jawab. Sedangkan peran fasilitator ketika narasumber menyampaikan materi lebih kepada moderator yang mengatur jalannya sesi. 

8. Kurikulum dan Syllabus

Kurikulum merupakan rencana materi yang hendak disampaikan dalam satuan waktu yang telah ditetapkan untuk suatu latihan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Penyusunan kurikulum dalam latihan orang dewasa harus selalu berorientasi pada peran-peran peserta latihan serta harapan-harapan mereka. Oleh karenanya, kurikulum pelatihan harus disusun berdasarkan hasil TNA (Training Need Assessment) yang telah dilakukan sebelumnya. Semaksimal mungkin harapan peserta dapat diwadahi dan dipenuhi dalam kurikulum yang ada sedangkan yang belum terpenuhi dapat diwadahi dalam penyelenggaraan pelatihan berikutnya.

Syllabus merupakan sistematika bahan-bahan latihan yang merupakan pedoman singkat dalam penyampaian yang terdiri dari:

a. Pokok Bahasan : Hal-hal yang utama dibahas dalam latihan

b. Tujuan: apa yang akan dicapai oleh peserta setelah menyelesaikan pokok bahasan tersebut.

c. Metode: metode apa yang tepat untuk membawakan pokok bahasan yang telah ditentukan. Contoh; curah pendapat, penyajian materi, diskusi kelompok, atau role play.

d. Media : media yang tepat dalam penyampaian materi dapat berupa makalah, transparansi sheet dan lainnya

e. Waktu: Jumlah menit yang diperlukan untuk menyajikan pokok bahasan.

Untuk memberikan pendalaman  terhadap peserta tentang materi yang diberikan sebaiknya tidak berupa teori, akan menjadi lebih baik jika diberikan simulasi atau studi kasus yang berkaitan dengan materi yang disampaikan

 Kurikulum Pelatihan Advokasi Angaran Pro Rakyat Miskin Berbasis Ormas Islam

	No
	Pokok Bahasan
	Tujuan
	Metode
	Media
	Alat
	Waktu

	1
	Orientasi Pelatihan

· Pembukaan

· Perkenalan

· Kontrak belajar

· Pre Test

· Alur Pelatihan
	· Terciptanya suasana belajar yang menyenangkan

· Adanya kontrak belajar yang disepakati

· Diketahuinya kemampuan peserta sebelum pelatihan
	· Permainan

· Curah pendapat

· Penjelasan fasilitator

· Pengisian kuesioner
	
	Metaplan, spidol, kertas plano, lembar pre-test
	90 Menit

	2
	Visi Islam Melawan Kemiskinan
	· Peserta paham Islam ruh melawan kemiskinan

· Peserta paham realitas kemiskinan 

· Peserta tergerak untuk turut memberantas kemiskinan

· Peserta mampu mengidentifikasi peran ormas Islam dalam penanggulangan kemiskinan
	· Curah pendapat

· Ceramah

· Tanya Jawab
	· LBB 1. Bahan Presentasi Peta Kemiskinan
· LBB 2. Matrik   Penyebab Kemiskinan
· LBB 3. Matrik Peran Aktor
· LBB 4. Islam dan Keadilan Sosial
	Plano, metaplan, spidol, kertas transparan, OHP/Infocus, materi presentasi


	180 menit

	3
	Tanggung Jawab Ormas Islam Melakukan advokasi Anggaran Pro Rakyat Miskin
	· Peserta paham Filosofi, kebijakan dan fungsi anggaran

· Peserta paham anggaran sebagai alat melawan kemiskinan 

· Peserta mengetahui hak-hak orang miskin terhadap anggaran
	· Curah pendapat

· Ceramah

· Tanya Jawab
	· LBB 1. Gambar Buruk Pelayanan Publik
· LBB 2. Filosofi Anggaran
· LBB 2. Lembar Diskusi Kelompok
	Plano, metaplan, spidol, kertas transparan, OHP/Infocus, materi presentasi


	180 menit

	4
	Perencanaan Pembangunan Daerah
	· Peserta paham tahapan, alur dan dokumen perencanaan daerah

· Peserta mampu mengidentifikasi pelaku, jadwal dan keluaran dari perencanaan daerah
	· Diskusi kelompok

· Presentasi kelompok

· Ceramah

· Tanya Jawab
	· LBB 1. Tahap, Dokumen dan Dasar Hukum Perencanaan Daerah
· LBB 2. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah
· LBB 3. Tahapan Perencanaan pembangunan Tahunan Daerah
· LBB 4. Lembar diskusi kelompok
	Plano, metaplan, spidol, kertas transparan, OHP/Infocus, materi presentasi, materi diskusi kelompok
	180 menit

	5
	Penganggaran Daerah
	· Peserta mampu memahami dan mengetahui setiap tahapan dan prinsip-prinsip penganggaran

· Peserta memahami dan mengerti landasan hukum tentang partisipasi warga

· Peserta mampu mengidentifikasi peluang tahapan penganggaran yang dapat mempengaruhi kebijakan anggaran
	· Diskusi kelompok

· Presentasi kelompok

· Ceramah

· Tanya Jawab
	· LBB 1. Prinsip Penyusunan Anggaran
· LBB 2. Tahapan Penganggaran Daerah
· LBB 3. Lembar diskusi kelompok
	Plano, metaplan, spidol, kertas transparan, OHP/Infocus, materi presentasi, materi diskusi kelompok


	180 menit

	6
	Analisis Anggaran
	· Peserta memahami dan menganalisis  struktur APBD dari sisi belanja dan pendapatan serta pembiayaan.

· Peserta mampu menganalisis konsistensi kebijakan dokumen perencanaan dan peganggaran daerah (RPJMD, RKPD, KUA, Renja SKPD, PPA dan RKA – SKPD)

· Peserta memahami tentang analisis RKA-SKPD berdasarkan kebutuhan.

· 4.  Dari pelatihan yang sudah dilakukan peserta mampu mendorong adanya realokasi anggaran untuk perubahan APBD yang tidak Pro poor

· 
	· Diskusi kelompok

· Presentasi kelompok

· Ceramah

· Tanya Jawab
	· LBB 1. Struktur APBD
· LBB 2. Parameter Pengahasilan DPRD
· LBB 3. Contoh RKA – SKPD 2.2.1
· LBB 4. Lembar Diskusi Kelompok
	Plano, metaplan, spidol, kertas transparan, OHP/Infocus, materi presentasi, materi diskusi kelompok
	240 menit

	7
	Pelaksanaan Anggaran
	· Peserta mampu mengidentifikasi proses dan aktor yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran.

· Peserta dapat mengidentifikasi penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran

· Peserta memahami prosedur pengadaan barang dan jasa serta teknik melakukan pemantauannya.  
	Pemaparan / Dakwah,Diskusi Kelompok,Curah Pendapat,Presentasi Kelompok
	· LBB 1. Tabel Identifikasi Proses dan Permasalahan di setiap tahapan pengadaan barang dan jasa

· LBB2. Lembar Diskusi Kelompok


	Plano, metaplan, spidol, kertas transparan, OHP/Infocus, materi presentasi, materi diskusi kelompok


	240 menit

	8
	Pertanggungjawaban  Anggaran
	· Peserta memahami tentang mekanisme pertanggung jawaban APBD.

· Peserta memahami dan mengerti tentang mekanisme dan isi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

· Peserta memahami prosedur pelaporan penyimpangan anggaran dan mampu melaporkan hasil-hasil analisis penyimpangan anggaran yang mengandung tindak pidana korupsi.


	· Diskusi kelompok

· Presentasi kelompok

· Ceramah

· Tanya Jawab
	· LBB 1. Alur Mekanisme Pertanggungjawaban Anggaran

· LBB 2. Lembar Diskusi Kelompok

· LBB 3. Identifikasi Penyimpangan Anggaran

· LBB 4. Pelaporan Kasus Penyimpangan Anggaran

· LBB 5. Celah Keterlibatan Warga dalam Tahap Pertanggungjawaban Anggaran
	Plano, metaplan, spidol, kertas transparan, OHP/Infocus, materi presentasi, materi diskusi kelompok


	300 menit

	9
	Merumuskan Strategi Advokasi  Ormas Islam
	· Memetakan strategi advokasi anggaran oleh ormas Islam

· Menganalisis diri (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) ormas Islam dalam melakukan advokasi

· mengidentifikasi strategi bentuk-bentuk advokasi anggaran yang bisa dilakukan ormas Islam

· kemampuan membaca peta politik anggaran
	· Pemaparan / Dakwah
· Diskusi Kelompok
· Curah Pendapat
· Presentasi Kelompok

	-
Handout teknik advokasi

-
LB Diskusi kelompok: SWOT
	Plano, metaplan, spidol, kertas transparan, OHP/Infocus, materi presentasi, materi diskusi kelompok


	240 menit


9. Peserta Latihan

Dalam pendidikan orang dewasa peserta merupakan subjek aktif sehingga diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh calon peserta. Hal ini perlu untuk memudahkan fasilitator memilih metode yang mana yang paling sesuai untuk tingkatan peserta. Untuk mencapai tujuan pelatihan yang efektif dan memenuhi kebutuhan maka diperlukan studi penjajakan kebutuhan pelatihan, sehingga penyelenggara pelatihan atau pihak inisiator dapat mengetahui tingkat homogenitas atau heterogenitas peserta berdasarkan latar belakang peserta. Latar belakang ini dapat didasarkan atas kriteria, umur, jenis kelamin atau memperhatikan aspek jender, tingkat pendidikan, jabatan, pekerjaan, asal peserta, dan asal organisasi Islam.

Sehubungan dengan hal itu, panitia pelaksana dapat melihat beberapa contoh kriteria sebagai berikut :

a. Jumlah peserta

b. Jenis Kelamin (memperhatikan proporsi laki-laki perempuan dan kesetaraan Jender)

c. Tingkat kecerdasan dan latar belakang peserta

d. Umur dan pengalaman dalam praktek

e. Mempunyai minat untuk mengikuti pelatihan dan bersedia mengembangkan pengetahuan yang diperoleh.

f. Peserta mengetahui jelas maksud latihan.

g. Lingkungan sosial dan kebudayaan peserta.

h. Posisi/jabatan di Organisasinya misalnya pengambil kebijakan atau tidak.

Untuk mencapai tujuan pelatihan yang efektif sebaiknya peserta pelatihan dibatasi sebanyak 30 orang dan disain ruangan berbentuk U shape. Selain hal di atas dalam pelatihan advokasi anggaran pro rakyat miskin berbasis Ormas Islam, kriteria peserta sebaiknya memenuhi kriteria peserta yang dapat dibedakan misalnya  kriteria umum dan kriteria khusus. Kriteria umum seperti berikut; memiliki kemampuan dasar membaca dan menganalisis anggaran, bersedia mengikuti pelatihan secara penuh dan mempunyai rekomendasi dari lembaganya. Kriteria khusus untuk Ormas Islam, punya komitmen terhadap  anggaran yang pro rakyat miskin, dan pernah ikut dalam advokasi anggaran. 

10. Tempat Pelatihan

Penentuan lokasi pelatihan sangat selaras menentukan keberhasilan suatu pelatihan. Dalam menentukan lokasi penyelenggaraan pelatihan sebaiknya pihak penyelenggara mempertimbangkan hal-hal berikut :

a. Jarak, sebaiknya representatif dari asal peserta tergantung jumlah peserta terbanyak

b. Letak strategis, mudah diketahui dan sarana prasarana transportasi lengkap

c. Fasilitas, selain kelengkapan fasilitas mendukung proses pelatihan  seperti akomodasi  selama kegiatan pelatihan sebaiknya diperhatikan pula tempat pelatihan dengan suasana lebih tenang dan ruangan pelatihan yang dapat mengakomodir untuk diskusi kelompok.
11. Waktu 

Dalam menentukan waktu pelatihan sebaiknya memperhatikan lamanya pelatihan dan kesibukan para peserta pelatihan.  Sebaiknya waktu pelatihan tidak lebih dari seminggu dan memperhatikan waktu libur agar tidak  terpotong. Waktu malam hari dapat dipakai jika disepakati peserta dan materi memerlukan pendalaman. 

12. Bahan dan Alat

Yaitu daftar bahan dan alat-alat yang diperlukan selama proses pelatihan. inventarisasi bahan dan alat-alat ini dimaksudkan untuk kelancaran proses pelatihan. Hal ini perlu diperhatikan seringkali dijumpai penyelenggaraan pelatihan tersendat karena bahan dan alat-alat yang diperlukan tidak disiapkan secara matang. Beberapa jenis bahan dan alat yang dapat dipersiapkan dapat dikategorikan terdiri dari; 

a. Publikasi, seperti; spanduk, leaflet atau brosur serta media publikasi lainnya 

b. Dokumentasi, seperti; tape recorder, kamera, handycam, flashdisk dan komputer.

c. Proses pelatihan, seperti; kertas plano, metaplan, kertas transparansi, spidol transparansi, spidol, whiteboard, OHP, laptop, infocus, serta ATK pendukung lainnya.

13. Fasilitas 

Fasilitas pelatihan bagi peserta dapat berupa seminar kit yang terdiri dari; map , alat tulis dan blocknote. Sedangkan untuk materi dapat diberikan sebelum pelatihan ataupun setelah penyampaian materi, hal ini sangat tergantung dari keinginan fasilitator atau narasumber. Untuk   sertifikat juga tergantung kebutuhan peserta, sebaiknya disusun lembar konfirmasi apakah apakah memerlukan sertifikat atau tidak, hal ini untuk mengantisipasi dan efisiensi mengingat ada peserta yang memang tidak memerlukan sertifikat. 

14. Jadwal 

Jadwal latihan merupakan rencana penyampaian materi yang sudah disusun berdasarkan urutan dan jumlah waktu yang tersedia. Hal ini dapat menjadi acuan bagi peserta maupun fasilitator untuk melihat apakah latihan yang diselenggarakan benar-benar sesuai dengan waktu yang direncanakan atau tidak. Jadwal pelatihan memuat  waktu tiap materi, judul materi, nama fasilitator atau narasumber. Sebaiknya waktu pelatihan yang disusun panitia pelaksana sifatnya tentative sehingga dapat di usulkan ke peserta untuk disepakati. Contoh jadwal sebagai berikut :

	
Waktu
	Sesi -Materi
	Fasilitator

	Hari Pertama

	12.00-13.00
	Check in Peserta
	

	14.00-15.00
	Perkenalan, Penjelasan Tujuan TOT dan Alur Program
	 

	15.00-15.15
	Coffee Break
	Panitia

	15.15-17.15
	Sesi I: Visi Islam Melawan Kemiskinan
	

	Hari Kedua

	08.30-10.00
	Sesi II: Tanggung Jawab Ormas Islam Melakukan Advokasi Anggaran Pro Rakyat Miskin
	

	10.00-10.15
	Coffee Break
	Panitia

	10.15-12.15
	Sesi III: Memahami Perencanaan Pembangunan Daerah
	

	12.15-13.15
	Istirahat Makan Siang
	Panitia

	13.15-15.15
	Sesi IV: Prosedur Perencanaan Penganggaran Tahunan Daerah
	

	15.15-15.30
	Coffee Break
	Panitia

	15.30-17.30
	Sesi V: Analisis Anggaran
	-

	Hari Ketiga

	09.00-10.15
	Sesi VI. Pelaksanaan Anggaran
	 

	10.15-12.15
	Sesi VII :Pertanggungjawaban Anggaran
	- 

	12.15-13.15
	Istirahat, Makan Siang
	Panitia

	13.15-15.00
	
	

	15.00-15.15
	Coffee Break
	Panitia

	15.15.17.30
	Sesi VIII: Strategi Advokasi
	· 


15. Panitia Pelaksana

Untuk suksesnya penyelenggaraan pelatihan, pengorganisasian pelaksana menjadi yang utama. Pembentukan panitia diusahakan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi. Jumlah panitia pelaksana disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pelatihan. Satu orang bertugas sebagai koordinator pelatihan dengan beberapa orang anggota yang bertugas sesuai peran dan tanggung jawabnya dalam proses pelaksanaan pelatihan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pengorganisasian pelatihan dan pembagian tugas yang jelas pada saat pelaksanaan. Sebaiknya diadakan  evaluasi harian  panitia untuk melihat kekurangan selama 1 hari pelaksanaan pelatihan dan perbaikan pada hari-hari berikutnya.

16. Biaya Pelatihan

Rencana anggaran biaya kegiatan sangat menentukan kebehasilan suatu pelaksanaan pelatihan. Perlu diperhatikan sumber-sumber  keuangan pembiayaan pelatihan dan alokasi penggunaannya. Alokasi penggunaan komponen biaya biasanya terdiri dari; konsumsi, akomodasi, bahan latihan dan honorarium fasilitator. Dalam biaya pelatihan sedapat mungkin diusahakan ada konstribusi dari calon peserta walaupun hanya kecil, hal ini dimaksudkan agar peserta merasa berpartisipasi. Konstribusi dapat berupa, hari kerja, buku ataupun lainnya. 

1. 3 Evaluasi Program Pelatihan

Kegiatan evaluasi penyelenggaraan pelatihan dilakukan dengan maksud untuk menilai sejauhmana pencapaian program pelatihan dengan tujuan yang diharapkan. Adanya evaluasi dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan pelatihan ke depan. Evaluasi dalam pelaksanaan program pelatihan melipui; evaluasi fasilitator, evaluasi penyelenggaraan pelatihan dan evaluasi kemampuan peserta. 

Evaluasi Fasilitator/Narasumber

Evaluasi fasilitator dilakukan untuk mengetahui sejauhmana pandangan peserta terhadap fasilitator selama pelatihan sebaiknya disusun format evaluasi seperti; ketepatan waktu, sikap, relevansi tugas dengan materi yang diberikan, penggunaan alat bantu, penggunaan bahasa, sistematika penyampaian dan unsur penilaian lainnya yang berkaitan dengan fasilitator. Sebaiknya format evaluasi ini diberikan skor untuk melihat kemampuan tiap-tiap fasilitator dalam melakukan fasilitasi, disamping guna perbaikan bagi fasilitator itu sendiri. Lembar evaluasi fasilitator dapat diberikan kepada peserta setiap akan berakhirnya sessi yang difasilitasi fasilitator tersebut. Hasil evaluasi dapat diolah dengan program SPSS untuk mengetahui nilai yang diperoleh oleh tiap fasilitator. 

Contoh Lembar Evaluasi Fasilitator
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Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan

Evaluasi penyelenggaraan pelatihan mencakup seluruh proses pelaksanaan pelatihan. Item-item yang perlu dinilai oleh peserta pelatihan diantaranya meliputi, penampilan fasilitator pada umumnya, penyampaian materi, pelayanan panitia, konsumsi yang disediakan, suasana belajar, kecukupan waktu pelatihan, dan manfaat pelatihan.  Evaluasi penyelenggaraan pelatihan dibagia kepada peserta dalam bentuk kuesioner pada saat seluruh rangkaian acara pelatihan telah selesai dilaksanakan. Hasil evaluasi dapat diolah dengan program SPSS untuk melihat persentase dari penilaian peserta.

Evaluasi  Pengetahuan Peserta

Evaluasi pengetahuan peserta dilakukan untuk mengetahui sejauhmana tingkat pengetahuan peserta setelah mengikuti program pelatihan ini. Oleh karenanya, evaluasi ini dapat diketahui dengan menyebarkan lembaran Pre-test atau test sebelum dilakukan pelatihan, dan Post Test atau test setelah mengikuti pelatihan. Hasil pre test dibandingkan dengan post test untuk melihat peningkatan pengetahuan peserta, dengan cara melihat berapa persentase peserta menjawab benar pre test yang diberikan dengan jawaban peserta pada post test setelah pelatihan.

Contoh Lembar Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan

EVALUASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Hari/tanggal 

: . . . . .. . . , . . . . . . . . . . . . 

Tempat


: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nama Pelatihan

: ..................................................................................

Berikan tanda silang pada jawaban yang sesuai dengan pendapat Saudara .

A. Penampilan Fasilitator pada umumnya :  1)  Sangat baik;  2)  Baik;  3)  Cukup;  4) Kurang; 5) Sangat kurang.

B. Penyampaian materi oleh Fasilitator pada umumnya : 1)  Sangat sistematis; 

 2) Sistematis; 3)  Cukup sistematis; 4)  Kurang sistematis; 5)  Tidak sistematis 

C. Pelayanan panitia penyelenggara pada umumnya : 1)  Sangat memuaskan; 

2)  Memuaskan; 3)  Cukup memuaskan; 4)  Kurang memuaskan; 5)  Tidak memuaskan

D. Konsumsi yang disediakan : 1)  Sangat memuaskan; 2)  Memuaskan; 3)  Cukup memuaskan; 4)  Kurang memuaskan; 5)  Tidak memuaskan

E. Tempat dan suasana latihan ini : 1)  Sangat memadai; 2)  Memadai; 3)  Cukup memadai; 4)  Kurang memadai; 5)  Tidak memadai

F. Hubungan pribadi saya dengan sesama peserta, fasilitator dan panitia pada umumnya : 1)  Sangat menyenangkan; 2)  Menyenangkan; 3)  Cukup menyenangkan; 4)  Kurang menyenangkan; 5)  Tidak menyenangkan

G.  Jumlah hari dan jam pelajaran pelatihan ini : 1)  Sangat memadai; 2)  Memadai; 3)  Cukup memadai; 4)  Kurang memadai; 5)  Tidak memadai 

H.  Pelatihan ini dihubungkan dengan pekerjaan anda : 1)  Sangat bermanfaat; 

        2)  Bermanfaat; 3)  Cukup bermanfaat; 4)  Kurang bermanfaat; 5)  Tidak    bermanfaat

I. Tuliskan saran dan kritik anda terhadap penyelenggaraan pelatihan  ini: 
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